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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

()

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Barat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok,
fungsi, dan tata kerja organisasi perangkat daerah provinsi,
Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang,
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Barat;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. lUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan
Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Le ribaran Negara Resublik
Indonesia Nomor 3478);
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11.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); '

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun 2007 tentang
Pembagian urusari Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerirtahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Iidonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi keweriangan Provinsi Kalimantan
Barat (lLembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 8).
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MEMUTUSKAN

Menatapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

D=am Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

o

Wi

1

[}

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

semerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintzh
saerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
smonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

semerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagal unsur
senyelenggara pemerintahan daerah.

Zuoermur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

serangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
senyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
292D, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Sexretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Perkebunan selanjutnya disebut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. =~
«=pzla Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.

_~ Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perkebunan.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi %
Pasal 2

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi di
midang perkebunan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang
diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yany berlaku.

Dinas Perkebunan aipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan ber ancoungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal 3

ek melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Dinas
Seczbunan mempunyal fungsi:

: operumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perkebunan,
sengembangan tanaman dan produksl, perlindungan, serta pengolahan, pemasaran dan
«='embagaan;

"

senyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan
orzsarana perkebunan, pengembangan tanaman dan produksi, perlindungan, serta
sengoiahan, pemasaran dan kelembngaan sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; '

selaksaraan tugas di bidang sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan
wnz nar dan produksi, perlindungan, serta pengolahan, pemasaran dan kelembagaan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berfaku;

: senyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaks. naan tugas. di
mcang sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan tanaman dan produksi,
se-indungan, serta pengolahan, pemasaran dan kelembagaan;

» se—oinaan dan pengawasan penyeleiggaraan tugas dan fungsi bidang sarana dan
srasarana perkebunan, pengembangan tanaman dan produksi, perlindungan, serta
pemgoianan, pemasaran dan kelembagaan;

©  pergeciaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset, serta urusan umum di
imgeungan Dinas Perkebunan;

\

& opeesssanazan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang
pewesounan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 4
S organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
2 Segaia Dinas;
& Segetariat;

Sisang Sarana dan Prasarana Perkebunan;

Sidang Pengembangan Tanaman dan Produksi;
Sigang Perfindungan;

Sigang Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan;
Umit Pelaksana Teknis Dinas;

% fS=ompok Jabatan Fungsional.

,woRn

'



Bagian Ketiga
Kepala Dinas
Pasal 5

t2o22 Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas memimpin,
me—oina, mengkoordinasikan, memfasilitasi menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi,
sa~ mengendalikan keglatan Dinas Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-

wmz=ngan yang berlaku,

Pasal 6

_reuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ' dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai

umgs: . g

2 penetapan program kerja di bidang perkebunan sebagai bahan pelaksanaan tugas;

% serumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan berdasarkan peraturan perundang-

uncangan yang berlaku;

semgkoordinasian  dan fasilitasi kegiatan di bidang perkebunan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

& pengendalian kegiatan di bidang perkebunan berdasarkan peraturan perundang-
wncang in yang berlaku;

= e ons2n dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
servsbunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3 pemoesian perijinan dan pelayanan umum di bidang perkebunan berdasiirkan peraturan
perumcang undangan yang berlaku;

& @sevoeran saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebljakan di
DicEmg perkebunan;

*  pemwsenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok
sar Sungs d bidang perkebunan berdasarkan program kerja yang ditetapkan;

. pemassanzan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang
pestunan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Keetﬁpat
Sekretariat
Pasal 7

Sewremrar seoagaimana dimaksud dalam  Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris
samg 2erada o bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8
Sepsmrer mempunyal tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

L = —— o -l e —————— - ————m el e~




Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai
fungsi:

a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebljakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja,
monitoring dan evaluasi;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan
asset;

e. pengiwasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;

f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok ilan ‘ungsi di
lingkungan sekretariat;

o. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana ierja, monitoring dan evaluasi di
lingkungan dinas per«ebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; .

n. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan
keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tatalaksana di
lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pol«;k
dan fungsi di bidang sekretariat;

pelaksanaan nionitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di
lingkungan dinas;

«. pelaksanan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
‘1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membawahi:
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
5. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

N

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seoréng
«epala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf 3, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan
w=biiakan teknis penyusunan rencana kerja, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi.
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Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subb gian Rencana
«eria, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:

-
--

o

l.l

0

penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana
kerja, monitoring dan evaluasi;

pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Rencana Kerja, Monitoring
dan Eveluasi;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
rencana kerja, dan monitoring dan evaluasi;

pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi ci lingkungan dinas sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsi di bidang rencana kerja dar monitoring dan evaluasi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja dinas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja dan monitoring dan evaluasi;

pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan
perundang-udangan yang berlaku;

nelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang
diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
t=knis administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Umum dan
Aparatur mempunyai fungsi:

[8)

penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang umum dan
aparatur lingkungan dinas; ; .

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan
Aparatur;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
umum dan aparatur;

pelaksanaan kegiatan di bidang aparatur, organisasi lingkungan dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pelaksanaan keglatan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum
dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



85

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

pelal'sanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di bidang umum dan aparatur;

pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan apara‘ur yang diserahkan ol 1 sek etaris.

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c,
mempunyal tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis
pengelolaan keuangan dan asset.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Keuangan
dan Asset mempunyai fungsi:

a.

D.

O

)

penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset;

pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijekan teknis di bidang pengelolaan
keuangan dan asset; ¥

pengawasan terhacap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Keuangan dan
Asset;

pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan lingkungan dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta
pemeliharaan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
keuangan dan asset;

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsinya di bidang keuangan dan asset;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di bidang keuangan dan asset; .
selaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh sekretaris.
Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan
Pasal 17

Sidang Sarana dan Prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
doimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
x=pada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



-0

Pasal 18

8idang Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis pembinaan teknls di bidang sarana perkebunan, prasarana
perkebunan, serta data dan informasi perkebunan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Sarana dan
Prasarana Perkebunan mempunyal fungsl s

a.

b.

®©

0

penyusunan program rencana kerja di Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan;
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana perkebunan;
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana perkebunan;

penylapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi  (__—
perkebunan; i i 2"‘

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sarana dan eyl £
prasarana perkebunan; ‘

pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
sarana dan prasarana perkebunan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan
prasarana perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. pempinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana perkebunan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan ttigas
pokok dan fungsi di bidang sarana can prasarana perkebunan;

pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di bidang sarana dan prasarana perkebunan;

pelaksanaan tugas lain di bidanig sarana dan prasarana perkebunan yang diserahkan
oleh Kegala Dinas.

Pasal 20

) Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan ’sebagalmana dimaksud dalam Pasal 17,

membawal i:
2. Seksi Sarana Perkebunan; .
o. Seksi Prasarana Perkebunan;

c. Seksi Data dan Informasi Perkebunan.

| Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

Kepala Seksi yang berada di bawali dan bertanggung jawab
Saruna dan Prasarana Perkebunan.
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Pasal 21

Seksi Sarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasel 20 ayat (1) huruf 3,
—empunyal tugas mengumpul dan mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di

sigang sarana perkebunan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Sarana
Sesvsbunan mempunyal fungsi:

= penyusunan program kerja Seksi Sarana Perkebunan;

=. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang sarana
perkebunan;

- pengawasar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Sarana Perkebunan;

< pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
sarana perkebunan;

= pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana perkebunan
sesual peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; .

#  pembinaan dan pengawasan di bidang sarana perkebunan sesual peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsl bidang sarana perkebunan;

L2

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang sarana perkebunan;

pelaksanaan tugas lain di bidang sarana perkebunan yang diserahkan oleh Kepala.
Bidang.

Pasal 23

Seksi Prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf. b,
mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di
oidang prasarana perkebunan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, S;Isl Prasarana
Perkebunan mempunyai furigsi :

2. penyusunan program kerja Seksi Prasarana Perkebunan

5. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijekan teknis di bidang prasarana
perkebuinan;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi prasarana
perkebunan;

“

sl

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
prasarana perkebunan;
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pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang prasarana
perkebunan sesual peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

pembinaan dan pengawasan di bidang prasarana perkebunan sesual peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang prasarana perkebunan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang prasarana perxebunan;

pelaksanaan tugas lain di bidang prasarana perkebunan yang diserahkan oleh Kepala
Bidang.

Pasal 25

Seksi Data dan Informasi Perkebunan sebagaimana diiaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf
¢, mempunyal tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di
bidang data dan informasi perkebunan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 25, Seksi Data dan
Informasi Perkebunan mempunyai fungsi : =il

a.
—

b.
= g

~
-

fb

W

penvyusunan program kerja Seksi Cata dan Informasi Perkebunan;

pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakar: teknis di bidang data dan
informasi perl:ebunan;

pengawsan terhadap pelakanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Data dan Informasi
Perkebunan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsl di bidang
data dan informasi perkebunan;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang data dan informasi
sesual peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

pembinaan dan pengawasan di bidang data dan informasi perkebunan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Data dan Informasi Perkebunan;

~

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang data dan informasi perkebunan;

pelaksanaan tugas lain di bidang data dan informasi perkebunan yang diserahkan oleh
Kepala Bideng.
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Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Tanaman dan Produksi
Pasal 27

3idang Pengembangan Tanaman dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf -
< di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
wepada Kepala Dinas melalul Sekretaris. .

Pasal 28

Sidang Pengembangan Tanaman dan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
—erumuskan kebijakan teknis di bidang budidaya, penataan kawasan dan perizinan serta
simbingan usaha.

Pasal 29

Jntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pengembangan
Tanaman dan Produksi mempunyai fungsi: ;

= penyusunan program rencana kerja di Bidang Pengembangan Tanaman dan Produksi;
5. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang budidaya;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan kawasan dan
perizinan;

m

< penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan usaha;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan
tanaman dan produksi;

¢ pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
pengembangan tanaman dan produksi;

[

)

senyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan
sanaman dan produksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

= pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan tanaman dan produksi sesuai
seraturan perundang-undangan yang berlaku;

semberian saran dan pertimbangan kepada, Kepala Dinas berkenaan dengan tuga:
sokok dan fungsi di bidang pengembangan tanaman dan produksi;

selaksanaan monitoring evaiuasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
& bidang pengembangan tanaman dan produksi;

« pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan tanaman dan produksi yaﬁg
diserahkan oleh Kepala Dinas.
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Pasal 30

Bidang Pengembangan Tanaman dun Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
membawahi:

a. Seksl Budidaya;
b. Seksi Penataan Kawasan dan Perizinan; :
c. Seksi Bimbingan Usaha.

2) Seksl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang

¥epala Seksl yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bldang
Pengembangan Tanaman dan Produksl

Pasal 31

Sexs Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
=engumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang budidaya.

Pasal 32

_ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Budidaya
=empunyai fungsi !

"w

(L]

IQO

penyusunan program kerja di Seksi Budidaya;
sengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang budidaya;
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Budidaya;

oelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
budidaya;

selzksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di budidaya sesuai peraturan
serundang-undangan yang berlaku;

sembinaan dan pengawasan di bidang budidaya sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

senyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan
s=aksanaan tugas dan fungsi di bidang budidaya;

pelzksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
funasi di bidang budidaya; ' f

s=aksanaan tugas lain di bidang budidaya yang diserahkan oleh Xepala Bidang.

Pasal 33

Sews Penataan Kawasan dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) §
=t b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumskan bahan kebijakan tzknis
pemataan kawasan dan perizinan.
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Pasal 34

.k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penataan Kawasan
<2~ Perizinan mempunyal fungsl :

penyusunan program kerja di Seksi Penataan Kawasan dan Perizinan;

pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penataan
kawasan dan perizinan;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Penataan Kawasan
dan Perizinan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
penataan kawasan dan perizinan;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan kawasan
dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pembinaan dan pengawasan di bidang penataan kawasan dan perizinan sesuai
peraturan perundang-undangan yang beriaku;

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan kawasan dan perizinan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di bidang penataan kawasan dan perizinan;

selaksanaan tugas lain di bidang penataan kawasan dan perizinan yang diserahkan oleh
Kepala Bidang.

Pasal 35

Seksi Bimbingan Usaha sebagaimana dimaksud datam Pasal 30 ayat (1) huruf c, mempunyai
ugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang bimbingan
_s2ha pengembangan tanaman dan produksi.

Pasal 36

Jwuk melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Bimbingan Usaha
—e=mpur yai fungsi :

[
!

"

penyusunan program kerja di Seksi Bimbingan Usaha;
pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan usaha;
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fdngsl staf’ di Seksi Blmblnggn Usaha;

selaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
pimbingan usaha; :

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bimbingan usaha
sesuai peraturan perundang-undangan yarig beriaku;

pembinaan dan pengawasan di bidang bimbingan usaha pada sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan usaha;
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n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di bidang bimbingan usaha ;

pelal sanaan tugas lain di bidang bimbingan usaha yang diserahkan oleh Kepala
Bidang.

Baglan Ketujuh
Bidang Perlindungan
pasal 37

sidang Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurif e, dipimpin oleh seorang
«epala Bidang yang perada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

pasal 38

3idang Perlindungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan bahan
«ebijakan teknis di bidang pelestarian lahan dan lingkungan, serta gangguan usaha dan
organisme penganggu tumbuhan tanaman perkebunan. ‘

pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Perlindungan
mempunyai fungsi:

2. penyusunan program rencana kerja di Bidang Perlindungan;

5. penylapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelestarian lahan dan
lingkungan; ;

LA

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang gangguan usaha dan
organisme pengangu tumbuhan;

(&Y

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan tanaman
perkebunan;

= pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
perlindungan tanaman perkebunan;

¢ penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan
tanaman perkebunan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan tanaman perkebunan sesua
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

“_l

~. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsi di bidang periindungan tanaman perkebunan;

pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang perlindungan tanaman perkebunan;

pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan tanaman perkebunan yang diserahkan
oleh Kepala Dinas.
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Pasal 40
1) Bidang Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, membawahi:
a. Seksi Pelestarian Lahan dan Lingkungan;
b. Seksi Ganguan Usaha dan Organisme Pengangu Tumbuhan;

'2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang- -
Perlindungan;

Pasal 41

Seksi Pelestarian Lahan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
~uruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis
selestarian lahan dan lingkungan,

1

Pasal 42

_nwuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Pelestarian Lahan
=2n Lingkungan mempunyai fungsi :

w

penyusunan program kerja di Seksi Pelestarian Lahan dan Lingkungan;

= pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang
pelestarian lahan dan lingkungan;

= pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pelestarian Lahan dan
Lingkungan;

= pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidanc

pelestarian lahan dan lingkungan;

v
/: pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelestarian lahan
dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

S—

* pembinaan dan pengawasan di bidang pelestarian lahan dan lingkungan sesuai
per3turan perundang-undangan yang berlaku;

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan
pelzksanaan tugas dan fungsi di bidang pelestarian lahan dan lingkungan;

"W

* peaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
f.ngsi di bidang pelestarian lahan dan lingkungan;

oe=zksanaan tugas lain di bidang pelestarian lahan dan lingkungan yang diserahkan oleh
¥=pala Bidang.

Pasal 43

Se%s Ganguan Usaha dan Organisme Penganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam
#asal 40 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mergumpul, mengolah, merumuskan bahan
saiakan teknis di bidang gangguan uszha dan organisme penganggu tumbuhan.
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Pasal 44

U~k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Ganguan Usaha
sz~ Organisme Penganggu Tumbuhan: v

= penyusunan program kerja di Seksi Ganguan Usaha dan Organisme Penganggu.
Tumbuhan;

pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang gangguun
usaha dan organisme penganggu tumbuhan;

- pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi gangguan usaha dan
organisme penganggu tumbuhan;

< pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
gangguan usaha dan organisme penganggu tumbuhan;

o

selaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang gangguan usaha dan
arganisme penganggu tumbuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

* pembinaan dan pengawasan di bidang gangguan usaha dan organisme periganggu
=umbuhan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku;

z penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan
selzksanaan tugas dan fungsi di bidang gangguan usaha dan organisme penganggu
tumbuhan; Y

= pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
sidang gangguan usaha dan organisme penganggu tumbuhan;

pelzksanaan tugas lain di bidang gangguan usaha dan organisme penganggu tumbuhan
vang diserahkan oleh Kepala Bidang. >

Bagian Kedelapan
Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan
Pasal 45

#isang Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
=.ruf 7, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
we=oaca Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 46 .

Ssang Penvjolahan, Pemasaran dan Kelembagaan mempunyal tugas menyiapkan bahan dan
== skan kebljakan teknis di bidang pengolahan, pemasaran, kelembagaan dan
s=mirzan perkebunan,

Pasal 47

ok melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Pengolahan,
#=masaran dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

2 penyusunan program kerja di Bidany Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan;
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penyiapan bahan dan perumusan kebijskan tw=knis d Dicang pengoiahan hasi
perkebunan;
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis ¢l bidang pemasaran perkebunan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan
kemitraan perkebunan;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan, pemasaran
dan kelembagaan;

pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
pengolahan, pemasaran dan kelembagaan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengolahan,
pemasaran dan kelembagaan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pembinaan dan pengawasan di bidang pengolahan, pemasaran dan kelembagaan -
perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsi di bidang pengolahan, pemasaran dan kelembagaan perkebunan;

pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di bidang pengolahan, pemasaran dan kelembagaan;

pelaksanaan tugas lain di bidang  pengolahan, pemasaran dan kelembanaan
perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 48

Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45, membawahi:

a. Seksl Pengolahan;
b. Seksi Pemasaran;
¢. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan.

Pasal 49

Seksi Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf 3, mempunyai
tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang
pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimaria Jimaksud dalam Pasal 49, Seksi Pengolahan
mempunyai fungsi:

a.

penyusunan program kerja di Seksi Pengolahan;
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pengumpulan, pengolahan, perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan
hasil perkebunan;

¢. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengolahan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesual dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
pengolahan;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengolahan hasil
perkebunan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pembinaan dan pengawasan di bidang pengolahan hasil perkebunan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

penvusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan
pela «sanaan tugas dan fungsi di bidang pengnlahan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugr s dar fungsi di
bidang pengolahan;

pelaksanaan tugas lain di bidang pengolahan hasil perkebunan yang diserahkan oleh
Kepala Bidang

Pasal 51

Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemasaran
perkebunan.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Pemasaran
mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja di Seksi Pemasaran;

pengumpulan, pengolahan, perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemasaran
perkebunan;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pemasaran;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
pemasaran;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemasaran
perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang beilaku; -

pembinaan dan pengawasan di bidang pemasaran perkebunan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi pemasaran;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pemasaran;

pelaksanaan tugas lain di bidang pemasaran perkebunan yang diserahkan oleh Kepal:
Bidang
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Pasal 53

Seksi Kelembagaan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf c,
mempunyal tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di
bidang kelembagaan dan kemitraan perkebunan.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Kelembagaan dan
Kemitraan mempunyal fungsl:

a. penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;

b. pengumpulan, pengolahan, perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
dan kemitraan perkebunan; b

¢. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kelembagaan dan’
Kemitraan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang
kelembagaan dan kemitraan perkebunan;

e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelembagaan dan
kemitraan perkebunan sesuai peratu-an perundang-undangan yang berlaku;

f. pembinaan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan kemitraan perkebunan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berieku;

g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dan kemitraan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidarig kelembagaan dan kemitraan;

i. pelaksanaan tugas lain di bidang kelembagaan dan kemitraan perkebunan yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 55

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dipimpin oleh
seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjewab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris. S

Pasal 56

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis
operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau
beberapa daerah Kabupaten/Kota.
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Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 57

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h,
mempunyal tugas melaksanakan keglatan terknis tertentu berdasarkan keahllan dan
keterampilan,

(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat
fungslonal senlor yang berada di bawah daa bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Dinas inelalul Sekretaris.

{3) Kelompok Jabatan Fungsional sebayaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
sejuinlah Pegawal Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang
keahlian dan keterampilan tertentu.

(4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 58
(1) Kepala Dinas di angkat dan di berhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku!,

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat
dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh P2jabat yang berwenang dari
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dencan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional
harus menperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang’
kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, diklat yang
diikuti, bakat, minat, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.

(4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan
jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur yang dirumuskan oleh unit kerja yan|
bertanggung jawab di bidang organisasi. '

(5) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan ‘dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang
memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki
pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.

(6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi
Pegawal Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal selama 5 (lima) tahun.

(7) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun berdasarkan analisis beban
kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan
dan peralatan yang tersedia.

(8) Formasi sebagaimana di maksud pada ayat (7), setiap tahun di tetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(9) Uraian tugas untuk tiap-tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan
fungsional di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

BAB IV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Pertama
Tata Kerja
Pasal 59

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non
struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang
lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin,
membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan m2ngevaluasi serta memberi
petunjuk kerja kepada bawahannya.

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas wajib melaksanakan
fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil
langkah-langkah yang diperiukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 60

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik
maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada
Gubernur melalul Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.

(2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap
pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah' secara tepat waktu yang di susun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan dinas wajib mematuhi kebijakan yang di
tetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik
maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada
atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang di terima dari bawahan dan
menggunakannya sebagal bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran
pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan
perumusan kebijakan.
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BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 61

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). .

Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain
disampaikan kepada Pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 62

Pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknié Dinas berdasarkan
kebutuhan dan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Periituran
Gubernur,

Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Tek s Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan
pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan orjanisasi dinas yang di' ksanakan oleh
Sekretaris Daerah.

Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilakukan oleh
Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang
bertangggung jawab di bidang organisasi.

Dalam rangka pembinaan dan pengendclian organisasi, Gubernur melalui unit kerja
yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan
petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi
baik secara rutin maupun periodik.

Dalam rangka pelaksanaan tunas pokok dan fungsi, masing-masing unit kerja mengacu
pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlakui.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
'Jnit Pelaksana Teknis Dinas masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya
ketentuan pelaksanaan yang baru.
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(2) Pegawal Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Barat tetap melaksanakar tugas pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

(1) Dengan berlakunya Peraturan Gubemnur ini, rnaka Peraturan Gubermnur Nomor 108
Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2005 Nomor 13) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan
bertentangan dengan Peraturan Gubemnur ini dicabut dan dinyatakan tidak berfaku.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur inli,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan
Kepala Dinas.

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini
dengan |encmpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ‘

Ditetapkan di Pontianak

Diundangkan di Pontianak

AERAH PROVINSI
WTAN BARAT,

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 NOMOR
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